DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOMISI IX DPR RI
( Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan)

Tahun Sidang : 2022-2023

Masa Persidangan : |l

Rapat ke : 2 (dua)

Jenis Rapat . Rapat Kerja dilaksanakan secara tatap muka dan virtual
Dengan . Menteri Ketenagakerjaan Rl

Sifat Rapat . Tertutup

Hari/tanggal : Rabu, 11 januari 2023

Pukul : 10.00 WIB - selesai

Acara . Penjelasan Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta
Kerja Bidang Ketenagakerjaan

Ketua Rapat : Rapat dibuka oleh Charles Honoris / Wakil Ketua
Komisi IX DPR RI
Rapat dilanjutkan oleh Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati,
M.Si/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Sekretaris Rapat : lda Nuryati, S.Sos., M.A./ Kepala Bagian Sekretariat
Komisi IX DPR RI

Tempat . Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara | Lt.1
JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Peserta Rapat : A. Fisik 25 orang Virtual 18 orang dari 50 orang

Hadir dan Virtual Anggota Komisi IX DPR RI;

B. Menteri Ketenagakerjaan RI: DR. Hj. Ida Fauziah,
M.Si., beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR Rl dengan Menteri Ketenagakerjaan RI, dibuka
pukul 11.05 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual, sesuai dengan
Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk
umum. -



Il. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan Rl untuk
memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh atas pemenuhan upah
minimum, alih daya (outsourcing), pesangon, dan hak-hak normatif lainnya
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2. Komisi IX DPR Rl mendesak Kementerian Ketenagakerjaan Rl untuk lebih
memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan kesejahteraan
pekerja/buruh ditengah dampak ancaman resesi global serta meningkatkan
upaya penyerapan tenaga kerja seluas-luasnya untuk mencegah terjadinya
PHK massal yang menimbulkan pengangguran.

3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk
melakukan dialog dengan pekerja/buruh dan memastikan bahwa aspirasi
mereka diakomodir dalam aturan turunan dari semua regulasi terkait
ketenagakerjaan.

4. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk

memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Komisi IX paling
lambat tanggal 18 Januari 2023.

lll. PENUTUP
Rapat ditutup pukul 13.50 WIB.

Jakarta, 11 Januari 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI, KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,
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DR. Hj. IDA FAUZIAH, M.Si. Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si
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